
 

 

 

 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN WALI KOTA BATU 

NOMOR 45 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 

150 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BATU, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka 

mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 

2019 dan dampaknya, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota 

Batu Nomor 150 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian 

dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 

2021; 

 

 

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2001  Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2003  Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

SALINAN 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik  

Indonesia  Tahun  2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia   Nomor 6041); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/2008 

tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan 

Dana Tugas Pembantuan; 

19. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan  Produk  

Hukum  Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Dampaknya; 

23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 150 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran 

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021; 

 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATU 

NOMOR 150 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2021; 
   

 

Pasal 1 

 

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu Nomor 150 Tahun 2020 

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran 

Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 diubah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dai Peraturan Wali Kota ini.  
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Pasal 2 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR  45/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Batu 

pada tanggal  4 Juni   2021 
 

WALI KOTA BATU, 
 

ttd 

 
DEWANTI RUMPOKO  

 

Diundangkan di Batu 

pada tanggal  4 Juni  2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,  

 
Ttd 
 

 

ZADIM EFFISIENSI 
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BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 

 

KECAMATAN/DESA  

BANTUAN KEUANGAN 

KEPADA DESA/ADD 

(Rp) 

BERTAMBAH/ 

BERKURANG 

(Rp) 

TOTAL ADD 

PERUBAHAN 

(Rp) 

1 2 3 4 

KECAMATAN BATU       

DESA SUMBEREJO 2.994.916.936,00 64.038.640,00 2.930.878.296,00 

DESA ORO-ORO OMBO 3.105.932.487,00 66.412.424,00 3.039.520.063,00 

DESA SIDOMULYO 2.538.263.031,00 54.274.264,00 2.483.988.767,00 

DESA PESANGGRAHAN 3.834.689.220,00 81.995.023,00 3.752.694.197,00 

  
   

KECAMATAN BUMIAJI 
   

DESA PUNTEN 2.491.906.857,00 53.283.056,00 2.438.623.801,00 

DESA GUNUNGSARI 3.287.489.589,00 70.294.558,00 3.217.195.031,00 

DESA TULUNGREJO 3.081.578.007,00 65.891.665,00 3.015.686.342,00 

DESA SUMBERGONDO 2.465.105.912,00 52.709.986,00 2.412.395.926,00 

DESA PANDANREJO 2.590.668.065,00 55.394.811,00 2.535.273.254,00 

DESA BUMIAJI 2.675.592.836,00 57.210.711,00 2.618.382.125,00 

DESA GIRIPURNO 4.089.065.759,00 87.434.215,00 4.001.631.544,00 

DESA BULUKERTO 2.968.215.126,00 63.467.690,00 2.904.747.436,00 

DESA 

SUMBERBRANTAS 
2.824.735.500,00 60.399.745,00 2.764.335.755,00 

  
   

KECAMATAN JUNREJO 
   

DESA BEJI 2.457.685.548,00 52.551.321,00 2.405.134.227,00 

DESA JUNREJO 2.421.433.881,00 51.776.171,00 2.369.657.710,00 

DESA TLEKUNG 2.324.001.441,00 49.692.828,00 2.274.308.613,00 

DESA MOJOREJO 2.124.996.728,00 45.437.621,00 2.079.559.107,00 

DESA PENDEM 2.459.188.920,00 52.583.466,00 2.406.605.454,00 

DESA TORONGREJO 2.350.255.557,00 50.254.205,00 2.300.001.352,00 

JUMLAH  53.085.721.400,00 1.135.102.400,00 51.950.619.000,00 

 

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu 

                Nomor    :188.45/45 /KEP/422.012/2021 

          Tanggal  :    4 Juni        2021 

WALI KOTA BATU, 
 

ttd 

 
DEWANTI RUMPOKO 

 


